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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model yang berisi ekologi administrasi seperti apa 

yang mendorong pembuat kebijakan memperhatikan bukti ilmiah untuk mebuat kebijakan yang 

berbasis bukti. Penelitian ini hadir di tengah kebutuhan untuk mempertemukan bukti ilmiah 

dengan pembuat kebijakan publik untuk menghasilkan kebijakan publik yang berhasil demi 

kepentingan publik; mengidentifikasi pendorong dan penghalang secara kuantiatif. Tidak 

diragukan lagi, dukungan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan mampu mendorong 

pencapaian tujuan kebijakan menjadi lebih terarah dan meminimalisasi risiko kegagalan 

kebijakan. Sayangnya dalam praktik dari evidence-based policy (EBP) bukanlah perkara yang 

mudah. Sekumpulan literatur telah menemukan ada kendala dari individual, institusional, 

lingkungan dan dari bukti ilmiah itu sendiri. Kumpulan literatur tersebut meninggalkan 

pertanyaan “apa yang mendorong seorang inidividu untuk percaya dan mengimplementasikan 

EBP. Mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji perngaruh 

religious-science compatibility beliefs, trust in scientific institutions, scientific knowledge, 

trust in science and scientist terhadap EBP befiefs dan EBP implementation. Selain itu kami 

mengambil variabel public service motivation (PSM) sebagai variabel moderator. Terdapat 10 

hipotesis yang dirumuskan dan akan diuji dengan menggunakan Structural Equation Model 

Partial Least Square. Sebanyak 499 fungsional analis kebijakan dan perecanana di diminta 

mengisi kuisioner yang terdiri dari 87 pernyataan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

level TKT 2 menuju TKT 3. Luaran dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang nantinya 

akan dikirimkan ke Heliyon (Q1) untuk tahun pertama dan Public Policy and Administration 

(Q3) serta menghasilkan luaran tambahan berupa Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Publik 

yang diterbitkan oleh UNSRI Press  (Tahun pertama) dan satu Book Chapter yang diterbitkan 

di Research in Public Policy Analysis and Management (Emerald Publishing), untuk tahun 

kedua. 

 

evidence-based policy; EBP; pembuat kebijakan; science; public service motivation 

 

LATAR BELAKANG 

  Atensi tentang penggunaan bukti ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan telah 

mendapatkan perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak kemunculan 

konsep evidence-based policy (EBP) [1]–[3]. EBP menyoroti pemecahan masalah publik 

melakui cara-cara ilmiah yang sistematis, diselesaikan berdasarkan berbagai bukti seperti 

penelitian dan evaluasi kebijakan [4]–[6]. EBP melibatkan aplikasi instrumentalis yang 

dihasilkan dari suatu penelitian tetapi juga aplikasi tidak langsung yang membentuk bagaimana 

masalah dibingkai dan dipahami secara komprehensif [7], [8]. EBP menjanjikan kebijakan 

publik yang lebih terarah dan juga pengurangan risiko kegagalan serta orientasi pada 

kepentingan publik yang lebih besar [9]–[11].  

EBP membawa konsekuensi pada penngkatan tekanan bagi lembaga think-tank untuk 

menghasilkan dan menyediakan bukti ilmiah yang relevan dengan proses pembuatan kebijakan 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 



[12]–[14]. Di sisi lain, penelitian terkadang dibuat tidak hanya untuk kebutuhan praktis semata, 

namun juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan [15], [16]. Hal ini diperumit dengan 

orietasi para akademisi dan peneliti saat ini; menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan 

di jurnal ilmiah [17], [18]. Meskipun belum dilakukan secara masif, pemerintah saat ini telah 

mengupayakan arah dan orientasi penelitian berbasis utilitas untuk mendukung pembuatan 

kebijakan, menghasilkan naskah kebijakan sebagai bahan pembuatan peraturan perundang-

undangan dan juga pembuatan policy brief untuk mengukur dampak dari suatu penelitian 

akademik [19]. 

Praktik EBP telah menghasilkan sejumlah literatur yang berokus pada faktor pendorong 

dan juga penghambat EBP baik dari sisi individu, institusi, lingkungan ataupun dari masalah 

bukti ilmiah itu sendiri [20]–[23]. Sejumlah penelitian juga telah mengeksplorasi EBP secara 

kualitatif dan menghasilkan temuan yang beragam seperti alasan keengganan penggunaan 

EBP; upaya-upaya untuk mendorong EBP dan juga tantangan dari penggunaan EBP dalam 

mendorong kebijakan publik yang lebih baik [24]–[26]. Sementara itu, penelitian yang menguji 

EBP secara kuantiatif masih terbatas. Hanya sedikit penelitian yang mengeksplorasi hal ini; 

secara kuantiatif deskriptif menguji perspesi terhadap EBP, kendala dan pendorong EBP juga 

sumber-sumber bukti ilmiah dalam pembuat kebijakan [27], [28]. Sementara itu, studi yang 

menguji tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong para pembuat kebijakan untuk 

mempertimbangkan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan belum banyak dilakukan. 

Mengisi kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

perngaruh religious-science compatibility beliefs, trust in scientific institutions, scientific 

knowledge, trust in science and scientist terhadap EBP befiefs dan EBP implementation. Selain 

itu kami mengambil variabel public service motivation (PSM) sebagai variabel moderator 

dengan argument bahwa orientasi pada pelayanan publik akan meningkatkan EBP baik 

kepercayaan maupun implementasinya. PSM merupakan atribut yang dimiliki oleh pegawai 

yang mampu menjelaskan mengapa seorang individu memiliki keinginan untuk melayani 

publik dan mengesampingkan kepentingan pribadi mereka untuk memperjuangkan 

kepentingan publik secara umum [29]. 

Penelitian ini berkontribusi untuk dua hal, pertama adalah secara akademik, mengisi 

ruang yang kosong untuk menjelaskan mengapa seorang pembuat kebijakan percaya dan 

melaksanakan EBP dengan mengambil PSM sebagai variabel yang memoderasi pengaruh dan 

hubungan antar variabel laten. Kedua, secara praktis, pemangku kepentingan terkait, dengan 

mempertimbangkan hasil penelitian ini nantinya, dapat mengembangkan atribut-atribut 

tertentu untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan agar kebijakan yang mereka buat 

mempertimbangkan bukti ilmiah untuk hasil yang lebih baik dan akurat. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Evidence Based Policy  

Penggunaan bukti ilmiah dalam kebijakan di mulai dari disiplin ilmu kedokteran dan 

menyebar ke berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan sosial, pariwisata, olahraga, 

pembangunan infrastruktur [30]–[32]. Asumsi yang dibangun adalah bahwa tindakan kebijakan 

dpaat disasarkan pada akumulasi fakta untuk mengendalikan ketidakpastian dan sains memiliki 

kekuatan untuk memberikan fakta yang tidak memihak [25], [33]. Saat ini EBP telah digunakan 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan 

(road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang 

kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan 

mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan 

penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir. 



secara besar-besaran dan dilaksanakan dalam berbagai macam kebijakan, program dan 

kegiatan [34]. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi baik ex-ante maupun penilaian dampak 

kebijakan [27]. Di sinilah bukti ilmiah dipanggil untuk menginformasikan dan 

memformulasikan ulang kebijakan. Ide ini tidak terlepas dari kritik. EBP dianggap 

mengabaikan hubuangan kekuasaan yang terjadi dalam proses pengambilan suatu keputusan 

karena fakta-fakta yang diperjuangkan secara intensif dan kompleks dalam pengambilan 

keputusan merupakan perjuangan panjang untuk otoritas politik dan epistemic [25], [35].  

Sejumlah literatur telah secara kualitatif memprediksi mengapa seorang individu atau 

institusi mempraktikkan EBP. Goor et al [36] memetakan determinan penggunaakn EBP dalam 

pembuatan kebijakan kesehatan berbasis bukti di 6 Negara di European Union dan menemukan 

bahwa praktik EBP didorong oleh dukungan administrasi, dukungan media dalam penggunaan 

bukti ilmiah, tersedianya riset yang relevan, dan kooperasi antar sektor serta hubungan pembuat 

kebijakan dengan peneliti.  Shahwan et al. [37]  (2021) menguji faktor demografis, sosial dan 

ekonomi yang mendorong pembuat kebijakan untuk mempraktikkan EBP, dan menemukan 

bahwa kepercayaan EBP dipengaruhi oleh asal universitas (dalam dan luar negeri), sementara 

itu, implementasi EBP dipengaruhi oleh lama berkerja dan jenis pekerjaan (manajerial dan 

staf), dan juga asal universitas (dalam dan luar negeri). Kekurangan penelitian inilah yang 

kemudian mendorong lahirnya penelitian ini, terutama untuk mencari tahu mengapa seorang 

individu pembuat kebijakan percaya pada EBP dan mempraktikannya. 

 

Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Gagasan bahwa agama dan sains tidak berkeseuaian telah beradar luas terutama 

dinegara negara barad selama berabad-abad [38]–[40]. Ini diperkuat dengan studi yang 

menemukan bahwa ketidakpercayaan pada sains diprediksi oleh religiusitas. Namun studi, 

studi tersebut dilakukan di negara-negara yang didomonasi steretipe individu terhadap agama. 

Ada sejumlah penelitian yang merekomendasikan untuk meyelenggarakan studi serupa di 

negara non-barat di mana agama dan sains duduk bersama mempenagruhi kepurusan inidividu 

dan dianggap kompatibel [39]. Pengambilan keputusan individu dalam banyak studi telah 

dieksplorasi dipengaruhi oleh sains dan agama secara simultan maupun parsial [8], [40], [41] 

dan dalam konteks ini kami mengaplikasikannya pada EBP bahwa kepercayaan pada sains dan 

agama bahwa keduanya kompatibel dan  tidak saling berlawanan akan membuat individu 

mempercayai EBP. Kemudian, kepercayaan pada sains dan agama dalam pengambilan 

keputusan juga akan mempengaruhi implementasi EBP. Oleh karena itu, kami merumuskan 

hipotesis: 

 

H1: Religious-science compatibility beliefs  akan mempengaruhi EBP beliefs 

H2: Religious-science compatibility beliefs  akan mempengaruhi EBP implementation 

 

Ketersediaan think-tank dalam memfasilitasi produksi bukti ilmiah dalam pembuatan 

kebijakan tidak lah cukup, lembaga tersebut harus memiliki kredibilitas sehingga para pembuat 

kebijakan percaya bahwa apa yang diproduksi dan disediakan dapat dijadikan rujukan untuk 

pembuatan keputusan. Ada sejumlah bukti yang berlawanan bahwa EBP dapat dipengaruhi 

oleh kepercayaan pada institusi sains ketika institusi tersebut dipercaya dan di saat yang sama 

ketidakpercayaan pada institusi akan membuat EBP tidak diimplementasikan [42]–[44]. Oleh 

karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

H3: Trust in scientific institutions akan mempengaruhi EBP beliefs 

H4: Trust in scientific institutions akan mempengaruhi EBP implementation 

 



Pengetahuan tentang sains juga dianggap mempengaruhi keprcayaan dan implementasi 

EBP. Seorang individu yang memiliki pengetahuan sains, dibuktikan dari kepemilikan 

pendidikan tinggi dan lama waktu berkerja akan membuatnya lebih percaya pada EBP dan 

mengimplementasikan EBP [37]. Oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis: 

 

H5: Science knowledge akan mempengaruhi EBP beliefs 

H6: Science knowledge akan mempengaruhi EBP implementation 

 

Sebagaimana bukti ilmiah akan diintegrasikan dalam proses kebijakan untuk 

menginformasikan masalah dan membuat desain kebijakan yang lebih dianggap berhasil secara 

ilmiah maka, kepercayaan pasa sains dan mereka yang memproduksi sains (ilmuan) menjadi 

menarik untuk diidiskusikan [45]–[47]. Munculnya teori konspirasi dan konsep pseudoscience 

membuat hal ini menjadi semakin menarik akrena keduanya mampu mengganggu kepercayaan 

pada ilmu dan ilmuan itu sendiri [48], [49]. Oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis: 

 

H7: Trust in Science and scientist akan mempengaruhi EBP beliefs 

H8: Trust in Science and scientist akan mempengaruhi EBP implementation 

 

PSM merupakan suatu konstruksi pluralistik untuk memahami motivasi individu untuk 

melayani kepentingan masyarakat dan untuk menjelaskan perilaku individu dalam organisasi 

publik seperti kinerja dan kepuasan kerja [29], [50]. PSM merupakan bentuk motivasi individu 

yang mendorong mereka mengesampingkan egonya dan kepentingan-kepentingan lain selain 

kepentingan publik [29], [50], [51]. EBP relevan dengan PSM karena dalam proses pembuatan 

kebijakan apabila indiivdu pemiliki PSM yang tinggi mereka akan diggerakkan pada 

kepentingan publik dan nasib publik yang berada di tangan mereka. Lebih lanjut, ketika hal 

tersebut terjadi ideologi dan kepentingan lain yang tidak sesuai dengan kepentingan publik 

akan disingkirkan karena kebijakan yang dibuat haruslah sesuai dengan kepentingan 

masyarakat yangs eharusnya berkesesuaian dengan bukti ilmiah yang disajikan [52]–[54]. Oleh 

karena itu, kami berargumen bahwa PSM akan memoderasi dan meningkatkan kepercayaan 

dan implementasi EBP dan oleh karena itu, kami merumuskan hipotesis: 

 

H9: Pengaruh Religious-science compatibility beliefs, Trust in scientific institutions , Science 

knowledge, Trust in Science and scientist terhadap EBP beliefs akan dimoderatori oleh public 

service motivation 

 

H10: Pengaruh Religious-science compatibility beliefs, Trust in scientific institutions , Science 

knowledge, Trust in Science and scientist terhadap EBP implementation akan dimoderatori 

oleh public service motivation 

 

Model penelitian terdapat dalam Gambar 1. 



 
Gambar 1. Model Penelitian 

 

Peta Jalan Penelitian 

Hal ini disebut dengan evidence-based policy (EBP). Di tahun pertama (2022), kami 

mengeksplorasi EPB dari sisi pengambil kebijakan di indtitusi pemerintah untuk membentuk 

model perilaku individu seperti apa yang percaya dan mendorong implementasi EPB. Ini 

bermanfaat secara praktis untuk membangun ekologi administrasi tertentu yang 

memungkinkan budaya EBP untuk hidup dan berkembang. Sedangkan di tahun kedua, 2023, 

kami akan mengeksplorasi EBP dari sisi penyedia bukti ilmiah yang terdiri dari think tank, 

institusi pendidikan, NGO dan lain sebagainya tentang pendorong dan penghalang mereka 

dalam menyediakan bukti-bukti ilmiah untuk menghasilkan kebijakan publik. Penelitian ini 

merupakan penelitian dengan level TKT 2 menuju TKT 3.  

 
Gambar 2. Peta Jalan Penelitian 
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METODE 

Desain Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model perilaku individu pembuat kebijakan 

untuk percaya dan mengimplementasikan EBP dengan menggunakan desain kuantitatif 

asosiatif. Oleh karena itu Structural Equation Model Partial Least Square (SEM) PLS dianggap 

relevan untuk diperkerjakan dalam penelitian ini [55]. 

 

Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel 

Asusmsi bahwa EBP tidak hanya diimplementasikan di kalangan pejabat legislatif 

namun juga pejabat eksekutif dan sekalipun street-level bureaucrat [56]  membuat peneliti 

menetapkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokasi studi, lebih lanjut kami menetapkan 

lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas 

Kesehatan dan Pendidikan. Bappeda diambil karena proses perencanaan pembangunan 

dilakukan di sini sedangkan dinas lain diambil karena mereka telah mengimplementasikan EBP 

untuk membuat kebijakan berbasis bukti ilmiah di sektor sosial, kesehatan dan pendidikan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai fungsional baik perencana maupun 

analisis kebijakan di empat organisasi pemerintahan daerah (OPD) tersebut. Jumlah populasi 

setiap OPD adalah 103, 99, 64, dan 72 masing-masing secara berurutan. Sampel dalam 

penelitian ini diambil dengan Rumus Slovin dengan level of confidence 95% dan tingak error 

5%. Dari hasil perhitungan, sampel dalam penelitian ini adalah 499 orang. Untuk memastikan 

representasi dari masing-masing OPD kami memperkerjalan stratified random sampling yang 

memberikan kesempatan setara pada setiap responden di setiap OPD untuk menjadi 

berpartisipasi dalam penelitian. 

 

Instrumen Penelitian 

Tabel 1. Instrumen Penelitian 

Variabel Jumlah 

Pernyataan 

Sumber Skala dan Pilihan 

Jawaban 

Religious-science 

compatibility beliefs.  

4 Rios & Aveyard [39] 7 

Trust in scientific 

institutions  

3 Achterberg et al [44] 10 

Science knowledge  13 Achterberg et al [44] 5 

Trust in Science and scientist 21 Nadelson, et al. [57] 5 

Public Service Motivation  5 Kim et al. [58] 

Coursey et al.  [85] 

5 

EBP implementation 18 Shahwan et al. [37]. 5 

EBP beliefs 16 Shahwan et al. [37]. 5 

 

 

Analisis Data 

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir dapat 

berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, 

mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di 

bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian 

yang diusulkan. 



Untuk analisis data, kami menggunakan SEM-PLS dengan bantuan aplikasi SmartPLS. 

Pertama-tama kami melakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuisioner yang kami buat 

dengan membagikannya kepada 30 orang. Setiap variabel dan pernyataan dikatakan valid 

apabila  nilai cross loading lebih tinggi dari outer loandings dan nilai outer loadings harus lebih 

besar dari 0.70. Semenetara itu untuk reliabilitas nilai cronbach’s alpha harus berada di atas 

0.70 dan composite realibility di atas 0.60. Kemudian kami membagikan kuieioner kepada 

seluruh responden dan melakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran demografis, 

sosial dan ekonomi dari keseluruhan pengisi kuisoner. Kemudian, kami melakukan 

penghitungan R-Square di mana nilai R-Square >0.67(kuat); >0.33(moderat); dan>0.19 

(lemah) serta menggunakan nilai p dimana apabila p <0.05 maka terjadi hubungan yang 

signifikan sedangkan apabila >0.05 maka tidak signifikan [60]. Hubungan positif dan negatif 

dilihat dari nilai plus atau minus [60].  

 

Luaran penelitian 

Penelitian ini menghasilkan  luaran wajib dan tambahan untuk setiap tahunnya. Luaran 

dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang nantinya akan dikirimkan ke International 

Journal of Public Law and Policy (Q3) untuk tahun pertama dan Public Policy and 

Administration (Q3) serta menghasilkan luaran tambahan berupa Bahan Ajar Mata Kuliah 

Kebijakan Publik yang diterbitkan oleh UNSRI Press  (Tahun pertama) dan satu Book Chapter 

yang diterbitkan di Research in Public Policy Analysis and Management (Emerald Publishing), 

untuk tahun kedua. 

 

Pembagian Tugas 

Ketua peneliti bertugas untuk menyusun proposal bagian latar belakang dan tinjauan 

literatur, merumuskan hipotesis, dan menulis manuskrip jurnal internasional. Anggota peneliti 

I bertugas untuk menyusun metodologi penelitian, melakukan analisis data dan 

memvisualisasikan penelitian. Sementara itu, Anggota peneliti II merupakan administrator 

proyek, membuat kuisioner , bertanggung jawab dalam pengumpulaan data dan menulis luaran 

tambahan.  

 

Alur Penelitian dan Persentase Keberhasilan 



 
Gambar 3. Alur Penelitian. 

 

JADWAL 

 

Tahun ke-1 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   Perbaikan Proposal √                       

2  Penyusunan Kuisioner √                       

3 
Uji Validitas dan Reliabilitas kepada 30 

responden 
 √           

4 Perbaikan Kuisioner  √           

5 
Distribusi Kuisioner dan Pembuatan 

Dataset 
 √           

8 Pengolahan Data: Statistik Deskriptif   √          

9 Pengolahan Data: Uji Partial Least Square   √ √         

10 Analisis Data    √ √        

11 Pembuatan Manuskrip     √ √ √      

12 Pembuatan Bahan Ajar     √ √ √ √ √ √   

13 Pengurusan ISBN           √  

14 Pengiriman Artikel Jurnal            √ 

 

Tahun ke-2 

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Analisis Data

Pendistribusian kuisioner ke 181 

responden
Dataset

Konversi data penelitian
Dataset diolah dengan aplikasi

SmartPLS

Statistik Deskriptif Uji Partial Least Square

Penulisan Luaran

Luaran

Penulisan buku bahan ajar dan

manuskrip jurnal

Meminta review oleh pakar

sebelum submit di jurnal

Penerbitan ISBN Bahan Ajar Submit ke Jurnal Internasional

Pengujian Instrumen

Penelitian

Kuisioner dibagikan ke 30 

responden
Uji Validitas dan Reliabilitas Kemajuan 20%

Kemajuan 30%

Kemajuan 40%

Kemajuan 60%

Kemajuan 80%

Kemajuan

100%

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 



No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

No Nama Kegiatan Bulan                       

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1   Perbaikan Proposal √                       

2  Penyusunan Kuisioner √                       

3 
Uji Validitas dan Reliabilitas kepada 

30 responden 
 √           

4 Perbaikan Kuisioner  √           

5 
Distribusi Kuisioner dan Pembuatan 

Dataset 
 √           

8 Pengolahan Data: Statistik Deskriptif   √          

9 
Pengolahan Data: Uji Partial Least 

Square 
  √ √         

10 Analisis Data    √ √        

11 Pembuatan Manuskrip     √ √ √      

12 Pembuatan Bahan Ajar     √ √ √ √ √ √   

13 Pengurusan ISBN           √  

14 Pengiriman Artikel Jurnal            √ 

 

Tahun ke-3 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 

namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus 

penjelasan di setiap poin. 

 

Demografi Responden 

Terlihat pada tabel 1 bahwa terdapat 499 responden dengan banyaknya perempuan 261 (52,30%) 

dan laki-laki 238 (47,70%). Rentang kelahiran dibagi atas generasi-generasi yang pertama yaitu, tidak 

terdapatnya responden dengan rentang tahun kelahiran 1946-1964 atau biasa disebut Boomers (0%), kedua, 

rentang tahun kelahiran 1965-1980 Generasi X dengan jumlah responden 182 (36,47%), ketiga, millenials 

dengan rentang tahun kelahiran 1981-1996 yang berjumlah 226 responden (45,29%) menempati posisi 

tertinggi, terakhir generasi Z dengan tahun kelahiran 1997-2012 banyaknya responden yaitu 91 (18,24%). 

Dari jenis kelamin serta generasi para responden, berlanjut pada kelompok jabatan responden yang 

dibagi menjadi 6 yaitu, pertama, jabatan administrator berjumlah 91(18,24%) responden. Kedua, jabatan 

pengawas yaitu sebanyak 23 (4,61%). Ketiga, jabatan pelaksana sebanyak 91 (16,24%). Keempat, jabatan 

fungsional keahlian dengan jumlah responden tertinggi yaitu sebesar 157 (31,46%). Kelima, jabatan 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran 

(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan 

pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, 

tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



menempati posisi terendah yang menjadi responden yaitu jabatan fungsional keterampilan hanya 12 (2,40%) 

yang menjadi responden. Terakhir, jabatan lain-lain sebesar 125 (25,05%) responden. 

 

Tabel 1. Demografi Responden 

Jenis kelamin 
  

Laki-laki 238 47.70% 

Perempuan 261 52.30% 
   

Generasi 
  

1964-1964 (Boomers) 0 0.00% 

1965-1980 (Generation X) 182 36.47% 

1981-1996 (Millennials) 226 45.29% 

1977-2012 (Generation Z) 91 18.24% 
   

Kelompok jabatan 
  

Jabatan administrator 91 18.24% 

Jabatan pengawas 23 4.61% 

Jabatan pelaksana 91 18.24% 

Jabatan fungsional keahlian 157 31.46% 

Jabatan fungsional keterampilan 12 2.40% 

Lain-lain 125 25.05% 
   

Status kepegawaian 
  

PNS 441 88.38% 

Kontrak 36 7.21% 

Lain-lain 22 4.41% 
   

Lama berkerja 
  

Di bawah 5 tahun 68 13.63% 

5-10 tahun 102 20.44% 

11-15 tahun 147 29.46% 

16-20 tahun 68 13.63% 

> 20 tahun 114 22.85% 

Lokasi tempat berkerja 
  

Kementerian/Lembaga 57 11.42% 

Pemerintahan Provinsi 193 38.68% 

Pemerintah Kabupaten/Kota 249 49.90% 
   

Takehome pay 
  

1 - 3 juta 68 13.63% 

3,1 - 5 juta 181 36.27% 

5,1 - 7 juta 125 25.05% 

7,1 - 9 juta 68 13.63% 



> 12 juta 57 11.42% 

 

Untuk status kepegawaian responden dibagi menjadi 3 yaitu, PNS di posisi tertinggi yaitu sebanyak 

441 (88,38%). Kontrak hanya sebesar 36 (7,21%) responden. Terakhir, staus kepegawaian lainnya yaitu 22 

(4,41%) responden. Untuk lamanya bekerja responden dibagi menjadi 5 pembagian. Pertama, di bawah 5 

tahun dengan jumlah responden 68 (13,63%). Kedua, 5-10 tahun sebanyak 102 (20,44%). Ketiga, 11-15 

tahun dengan jumlah 147 (29,46%) responden. Keempat, 16-20 tahun yaitu sebesar 68 (13,63%) responden 

yang sama dengan responden yang bekerja di bawah 5 tahun. Kelima, pekerja dengan lamanya bekerja lebih 

dari 20 tahun sebanyak 114 (22,85%) responden. 

Selanjutnya, lokasi tempat bekerja yang dibagi menjadi 3 yaitu kementerian/lembaga dengan jumlah 

responden 57 (11,42%). Untuk pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berturut-turut yaitu 193 (38,68%) 

dan 249 (49,90%) responden. Tempat bekerja ini menentukan takehome pay seorang pegawai. Pertama, 1-3 

juta sebesar 68 (13,63%) responden. Kedua, 3,1-5 juta dengna jumlah responden 181 (36,27%). Ketiga, 5,1-

7 juta yaitu 125 (25,05%) responden. Takehome pay sebesar 7,1 - 9 juta serta 12 juta ke atas dengan jumlah 

responden yaitu 68 (13,63%) dan 57 (11,42%). 

 

Penggunaan bukti ilmiah dalam pembuatan kebijakan 

Tabel 2 berisi pendapat terkait bukti ilmiah yang biasa digunakan yang dibagi menjadi 7 jenis. 

Pertama,  Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja sebanyak 272 (54,51%) 

responden menyatakan benar adanya. Selanjutnya responden kami menggunakan bukti ilmiah yang berasal 

dari membaca dari internet sebanyak 261 (52,30%) responden, menduduki posisi kedua tertinggi bukti ilmiah 

yang biasa digunakan. Selanjutnya adalah Instansi pemerintah di luar instansi tempat saya berkerja namun 

masih dalam wilayah kerja yang sama (sama-sama instansi di bawah kementerian/pemerintah 

provinsi/pemerintah kabupaten/pemerintah kota) sebanyak 227 (45,49%) responden.  Bukti lain yang jarang 

digunakan adalah Instansi pemerintah di luar wilayah kerja saya (misal Badan Pusat Statistik) sebanyak 193 

(38,68%) responden;  Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh mitra yang direktrut oleh instansi tempat saya 

berkerja sebesar 147 (29,46%) responden; Non-government organization seperti OECD, World Bank, IMF, 

ADB dan lain sebagainya sebanyak 68 (13,63%) responden; dan Program dan kegiatan tahun lalu. Ataupun 

program dan kegiatan sejenis yang sudah dikerjakan di daerah lain hanya sebesar 12 (2,40%) responden. 

 

Tabel 2. Jenis bukti ilmiah yang digunakan 

Bukti ilmiah yang biasa digunakan Frekuensi Persentase 

Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh instansi 

tempat saya berkerja 

272 54.51% 

Penelitian ilmiah yang dihasilkan oleh mitra yang 

direktrut oleh instansi tempat saya berkerja 

147 29.46% 

Instansi pemerintah di luar instansi tempat saya 

berkerja namun masih dalam wilayah kerja yang 

sama (sama-sama instansi di bawah 

kementerian/pemerintah provinsi/pemerintah 

kabupaten/pemerintah kota) 

227 45.49% 

Instansi pemerintah di luar wilayah kerja saya (misal 

Badan Pusat Statistik) 

193 38.68% 

Non-government organization seperti OECD, World 

Bank, IMF, ADB dan lain sebagainya 

68 13.63% 

Membaca dari internet 261 52.30% 

Program dan kegiatan tahun lalu. Ataupun program 

dan kegiatan sejenis yang sudah dikerjakan di daerah 

lain 

12 2.40% 

   

Jenis bukti Ilmiah 
  

Riset - Studi kualitatif 250 50.10% 

Riset - Before and after studies (studi eskperimental) 68 13.63% 

Riset - Observasi, pengalaman dan laporan dari 193 38.68% 



evaluasi kebijakan 

Riset - Analisis data time series 80 16.03% 

Riset - Penelitian kohort 0 0.00% 

Pengetahuan & Informasi - Hasil proses konsultasi 

dengan pemangku kepentingan 

204 40.88% 

Pengetahuan & Informasi - Dokumen atau laporan 

yang dipublikasikan oleh instansi yang kredibel 

215 43.09% 

Pengetahuan & Informasi - Media sosial 182 36.47% 

Pengetahuan & Informasi - Berita 170 34.07% 

Pakar - Pakar yang secara khusus diminta untuk 

memberikan pendapat di instansi saya berkerja 

113 22.65% 

Pakar - Opini dan pandangan pakar yang 

disampaikan di publik 

102 20.44% 

 

Selain bukti ilmiah yang biasa digunakan, responden juga memberikan pernyataan penggunaan jenis 

bukti ilmiah yang digunakan. Jenis bukti ilmiah ini berkategori menjadi 3 kategori beserta turunannya 

sebagaimana terdapat dalam Tabel 2. Kebanyakan responden kami menggunakan bukti ilmiah dengan jenis 

riset yaitu studi kualitatif berada di posisi teratas yaitu sebanyak 250 (50,10%) responden. Dari jenis 

pengetahuan dan informasi, responden dalam penelitian ini kebih sering menggunakan pengetahuan & 

Informasi berupa dokumen atau laporan yang dipublikasikan oleh instansi yang kredibel sebanyak 215 

(43,09%) responden.Pakar berupa pakar yang secara khusus diminta untuk memberikan pendapat di instansi 

saya berkerja sebanyak 113 (22,65%) responden dan pakar berupa opini dan pandangan pakar yang 

disampaikan di publik sebesar 102 (20,44%) responden. 

 

Validitas dan reliabilitas 

Tabel 1 menunjukkan nilai loadings dari setiap indikator. Berdasarkan hasil perhitungan setiap 

indikator memiliki nilai >0.70 sehingga semua indikator tersebut dapat dipertahankan. Setiap indikator yang 

memiliki nilai standard loadings diatas 0.70 menunjukkan bahwa variabel laten dapat menjelaskan variansi 

setiap indikator sebesar 50% [55]. Dengan memperhatikan nilai loadings dari setiap indikator penulis 

menyimpulkan bahwa setiap indikator dalam penelitian memenuhi kriteria. 

 

Tabel 3. Analisis loadings, α, CR, dan AVE 

  Items Loadings α CR AVE 

Religious-science 

compatibility belief 

RSCB1 0.758  0.847 0.838 0.807 

RSCB2 0.898      

RSCB3 0.760      

RSCB4 0.796      

Science Knowledge SK1 0.742 0.841  0.903 0.708 

SK2 0.859       

SK3 0.868       

SC4 0.756       

SK5 0.812       

SK6 0.729       

SK7 0.848       

SK8 0.725       

SK9 0.749       

SK10 0.845    

SK11 0.835    

SK12 0.881    

TISI1 0.852  0.913 0.818 0.697 



Trust in scientific 

institution 

TISI2 0.715       

TISI3 0.854       

TISI4 0.712       

Trust in science and 

scientist  

TINSS1 0.734  0.853 0.924 0.774 

TINSS2 0.814       

TINSS3 0.782       

TINSS4 0.756       

TINSS5 8.008       

TINSS6 0.878       

TINSS7 0.812       

TINSS8 0.720       

TINSS9 0.809       

TINSS10 0.852    

TINSS11 0.705    

TINSS12 0.817    

TINSS13 0.757    

TINSS14 0.826    

TINSS15 0.805    

TINSS16 0.784    

TINSS17 0.746    

TINSS18 0.703    

TINSS19 0.758    

TINSS20 0.703    

TINSS21 0.803    

Public service 

motivation 

PSM1 0.859  0.935 0.834 0.725 

PSM2 0.711      

PSM3 0.800      

PSM4 0.789      

PSM5 0.853      

PSM6 0.768      

PSM7 0.854      

PSM8 0.706      

PSM9 0.894      

PSM10 0.748    

PSM11 0.841    

PSM12 0.728    

PSM13 0.878    

PSM14 0.769    

PSM15 0.750    

PSM16 0.712    

PSM17 0.786    

PSM18 0.701    

PSM19 0.892    

PSM20 0.885    

PSM21 0.812    



PSM22 0.886    

Evidence-based policy 

beliefs 

EBPB1 0.701  0.853 0.901 0.831 

EBPB2 0.769       

EBPB3 0.808       

EBPB4 0.705       

EBPB5 0.848       

EBPB6 0.708       

EBPB7 0.796       

EBPB8 0.769       

EBPB9 0.718       

EBPB10 0.703    

EBPB11 0.800    

EBPB12 0.738    

EBPB13 0.751    

EBPB14 0.827    

EBPB15 0.725    

EBPB16 0.726    

Evidence-based policy 

Practices 

EBPP1 0.748 0.899 0.914 0.798 

EBPP2 0.843      

EBPP3 0.707      

EBPP4 0.763      

EBPP5 0.800      

EBPP6 0.721      

EBPP7 0.850      

EBPP8 0.787      

EBPP9 0.742      

EBPP10 0.737    

EBPP11 0.816    

EBPP12 0.744    

EBPP13 0.736    

EBPP14 0.829    

EBPP15 0.730    

EBPP16 0.741    

 

Tabel 3 juga menunjukkan nilai cronbach’s alpha dan composite reliability untuk masing-masing 

variabel. Jogiyanto & Abdillah (2015) menyatakan bahwa suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila 

nilai dari composite reliability >0.70 dan nilai pada cronbach’s alpha > 0.60 [55]. Berdasarkan hasil uji 

reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha untuk masing-masing variabel 

diatas 0.60 dan nilai composite reliability diatas 0.70 sehingga semua item dalam setiap variabel penelitian 

dinyatakan reliabel atau memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas minimum yang telah 

diisyaratkan. Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa variabel dalam penelitian memiliki nilai AVE >0.50, nilai 

AVE yang baik diisyaratkan memiliki nilai diatas 0.50 [61]. Penelitian ini menunjukkan nilai AVE untuk 

RSCB 0.807, SK 0.708, TISI 0.697, TINSS 0.774, PSM 0.725, EBPB 0.831, dan EBPP 0.798. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan dalam pengujian convergent validity. 

 

Fornell-Larcker Criterion 

Tabel 4 menunjukkan bahwa proses perhitungan Fornell-Larcker Criterion dilakukan dengan 

memandingkan akar AVE setiap konstruk terhadap korelasi antar satu konstruk lainnya  [61]. Jika hasil 



Fornell Larcker Criterion menunjukkan nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar 

satu konstruk terhadap konstruk lainnya, maka discriminant validity dinyatakan baik. Nilai pada konstruk 

EBPB 0.763 pada tabel diatas lebih besar daripada korelasinya terhadap konstruk lainnya, yaitu EBPB 

terhadap EBPP sebesar 0.430, EBPB terhadap PSM sebesar 0.580, EBPB terhadap RSCB sebesar 0.334, 

EBPB terhadap SK sebesar 0.324, EBPB terhadap TISI sebesar 0.349, dan EBPB terhadap TISS sebesar 

0.453. 

 

Tabel 4. Fornell-Larcker Criterion 

  EBPB EBPP PSM RSCB SK TISI TISS 

EBPB 0.763             

EBPP 0.430 0.831           

PSM 0.580 0.576 0.754         

RSCB 0.334 0.392 0.392 0.854       

SK 0.324 0.388 0.324 0.210 0.729     

TISI 0.349 0.409 0.410 0.225 0.157 0.845   

TISS 0.453 0.515 0.519 0.274 0.233 0.285 0.873 

 

Begitu juga nilai konstruk lainnya yaitu akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi 

antar satu konstruk terhadap konstruk lainnya, untuk EBPP 0.831, PSM 0.754, RSCB 0.854, SK 0.729, TISI 

0.845, dan konstruk TISS 0.873 karena semua konstruk laten nilai AVE > Korelasinya dengan konstruk 

lainnya sehingga dapat dikatakan bahwa semua konstruk pada penelitian ini memenuhi kriteria dengan 

memperhatikan kriteria tersebut [62]. 
 

Analisis model sruktural 

Berdasarkan data pada tabel 5 diketahui bahwa Religious-science compatibility belief memiliki 

pengaruh positif yang signifikan (O = 0.088) terhadap Evidence-based policy beliefs dengan nilai t-statistik 

2.683>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05. Oleh karena itu H1 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif pada Religious-science compatibility belief terhadap Evidence-based policy belief dapat diterima. 

 

Tabel 5. Results of the structural model 

Hipot

esis  Arah hubungan 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Valu

es 

1 RSCB -> EBPB 0.088 0.093 0.031 2.683 0.000 

2 RSCB -> EBPP 0.092 0.085 0.038 2.505 0.000 

3 SK -> EBPB 0.087 0.092 0.037 3.821 0.000 

4 SK -> EBPP 0.092 0.098 0.029 3.238 0.001 

5 TISI -> EBPB 0.084 0.082 0.042 1.976 0.049 

6 TISI -> EBPP 0.108 0.104 0.029 3.725 0.000 

7 TISS -> EBPB 0.078 0.102 0.036 2.703 0.000 

8 TISS -> EBPP 0.070 0.174 0.033 2.105 0.036 

9 RSCB*PSM -> 

EBPB 
0.207 0.193 0.065 3.494 

0.000 

10 RSCB*PSM -> 

EBPP 
0.201 0.204 0.067 3.309 

0.000 

11 SK*PSM -> EBPP 0.216 0.191 0.066 3.333 0.000 

12 SK*PSM -> EBPB 0.201 0.216 0.061 3.323 0.000 

13 TISI*PSM -> 

EBPB 
0.202 0.190 0.060 3.381 0.001 

14 TISI*PSM -> EBPP 0.217 0.205 0.059 3.665 0.000 

15 TISS*PSM -> 

EBPB 
0.239 0.232 0.058 3.084 

0.000 

16 TISS*PSM -> 

EBPP 
0.244 0.240 0.059 3.656 

0.000 



 

Religious-science compatibility belief memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.092) 

terhadap Evidence-based policy Practices dengan t-statistik 2.505>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05. Oleh 

karena itu, H2 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada Religious-science compability belief 

terhadap Evidence-based policy Practices dapat diterima. Trust in scientific institution memiliki pengaruh 

positif yang signifikan (O = 0.084) terhadap Evidence-based policy beliefs dengan nilai t-statistik 1.976>1.96 

dan nilai p-value 0.049<0.05. Oleh karena itu, H3 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada Trust in 

scientific institution terhadap Evidence-based policy beliefs dapat diterima. Trust in scientific institution 

memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.108) terhadap Evidence-based policy Practices dengan 

nilai t-statistik 3.725>1.96 dengan nilai p-value 0.000<0.05. Oleh karena itu, H4 yang menyatakan terdapat 

pengaruh positif pada Trust in scientific institution terhadap Evidence-based policy Practices dapat diterima. 

Science Knowledge memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.087) terhadap Evidence-based 

policy beliefs dengan nilai t-statistik 3.821>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05. Oleh karena itu, H5 yang 

menyatakan terdapat pengaruh positif pada Science Knowledge terhadap Evidence-based policy beliefs dapat 

diterima. Science Knowledge memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.092) terhadap Evidence-

based policy Practices dengan nilai t-statistik 3.238>1.96 dan nilai p-value 0.001<0.05. Oleh karena itu, H6 

yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada Science Knowledge terhadap Evidence-based policy 

Practices dapat diterima. 

Trust in scientific and scientist memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.078) terhadap 

Evidence-based policy beliefs dengan nilai t-statistik 2.703>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05. Oleh karena 

itu, H7 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada Trust in scientific and scientist terhadap Evidence-

based policy beliefs dapat diterima. Trust in scientific and scientist memiliki pengaruh positif yang signifikan 

(O = 0.070) terhadap Evidence-based policy Practices dengan nilai t-statistik 2.105>1.96 dan nilai p-value 

0.036<0.05. Oleh karena itu, H8 yang menyatakan terdapat pengaruh positif pada Trust in scientific and 
scientist terhadap Evidence-based policy Practices dapat diterima. 

Religious-science compatibility belief memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.207) 

terhadap Evidence-based policy beliefs yang dimoderatori oleh Public service motivation dengan nilai t-

statistik 3.494>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05 sehingga membuktikan bahwa public service motivation 

memoderasi hubungan antar Religious-science compatibility belief terhadap Evidence-based policy beliefs. 
Religious-science compatibility belief memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.201) terhadap 

Evidence-based policy Practices yang dimoderatori oleh Public service motivation dengan nilai t-statistik 

3.309>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05 sehingga membuktikan bahwa public service motivation 

memoderasi hubungan antar Religious-science compatibility belief terhadap Evidence-based policy 

Practices. 

Science Knowledge memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.216) terhadap Evidence-based 
policy Practices yang dimoderatori oleh Public service motivation dengan nilai t-statistik 3.333>1.96 dan 

nilai p-value 0.000<0.05 sehingga membuktikan bahwa public service motivation memoderasi hubungan 

antar Science Knowledge terhadap Evidence-based policy Practices. Science Knowledge memiliki pengaruh 

positif yang signifikan (O = 0.201) terhadap Evidence-based policy beliefs yang dimoderatori oleh Public 

service motivation dengan nilai t-statistik 3.323>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05 sehingga membuktikan 

bahwa public service motivation memoderasi hubungan antar Science Knowledge terhadap Evidence-based 

policy beliefs. 

Trust in scientific institution memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.202) terhadap 

Evidence-based policy beliefs yang dimoderatori oleh Public service motivation dengan nilai t-statistik 

3.381>1.96 dan nilai p-value 0.001<0.05 sehingga membuktikan bahwa public service motivation 

memoderasi hubungan antar Trust in scientific institution terhadap Evidence-based policy beliefs. Trust in 

scientific institution memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.217) terhadap Evidence-based policy 

Practices yang dimoderatori oleh Public service motivation dengan nilai t-statistik 3.665>1.96 dan nilai p-

value 0.000<0.05 sehingga membuktikan bahwa public service motivation memoderasi hubungan antar 
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sehingga membuktikan bahwa public service motivation memoderasi hubungan antar Trust in scientific and 
scientist terhadap Evidence-based policy beliefs. 

Trust in scientific and scientist memiliki pengaruh positif yang signifikan (O = 0.244) terhadap 

Evidence-based policy Practices yang dimoderatori oleh Public service motivation dengan nilai t-statistik 



3.656>1.96 dan nilai p-value 0.000<0.05 sehingga membuktikan bahwa public service motivation 

memoderasi hubungan antar Trust in scientific and scientist terhadap Evidence-based policy Practices. 
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